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BAB  IV 
PRIORITAS DAN SASARAN 
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 

4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
	
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi tersebut ada delapan misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: 
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 
Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut: 
1. RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 
2. RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. 
3. RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 
4. RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 
Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015 – 2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019,  dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah : ”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” .  Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 misi pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 
2.	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum.  
3. 	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim. 
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 
5. 	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. 	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. 	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 
2.	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
3. 	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
4.	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 
5. 	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. 	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis Ekonomi domestik.
8. 	Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. 	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapatberlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dijelaskan sebagai berikut:
1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. 	Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama,Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:
	1. 	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:
	a. 	Pengarusutamaan
		1)	Pembangunan Berkelanjutan
	Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.
		2)	Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
			Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:
a)	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
b)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
c)	Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan
d)	Peningkatan kualitas pelayanan publik.
		3)	Pengarusutamaan Gender
Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
	b. 	Pembangunan Lintas Bidang
		1)	Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga),perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
2)	Perubahan Iklim
	Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatanatas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.
3)	Revolusi Mental
Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai  luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.




2. 	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:
a. 	Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.
b. 	Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.
c. 	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian dan pengembangan



1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dengan prioritas :
a. Kependudukan dan keluarga berencana.
b. Kesehatan dan gizi masyarakat.
c. Pendidikan
d. Kebudayaan
e. Percepatan pengurangan kemiskinan
2. Meningkatkan pengeloaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan prioritas :
a. Ketahanan pangan
b. Ketahanan air
c. Ketahanan energi
d. Konservasi dan tata kelola hutan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup
e. Penyiapan sumberdaya alam untuk bahan industri.

3. Mitigasi bencana lama dan perubahan iklim dengan prioritas penanggulangan bencana dan resiko bencana.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas :
a. Peningkata daya saing tenaga kerja
b. Mendorong daya saing UMKM
c. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
d. Akselerasi pertumbuhan industri pengolahan
e. Peningkatan investasi
f. Peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional
g. Penguatan sektor keuangan.
5. Percepatan pembangunan infratstruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
6. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah dengan prioritas
a. Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
b. Pengembangan wilayah strategis
c. Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
d. Pembangunan perkotaan
e. Pembangunan pedesaan
f. Pembangunan RTRW dan pertanahan
g. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah
7. Penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional serta percepatan percepatan pengembangan ekonomi kelautan
8. Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dengan prioritas :
a. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
b. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
d. Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional
e. Pencegahan dan penanggulangan narkoba
f. Pemantapan politik dalam negeri
g. Peningkatan peran politik luar negeri.

Sejalan visi pembangungan jangka panjang nasional, visi pembangunan jangka panjang Provinsi NTB yang tertuang dalam RPJP Provinsi NTB Tahun 2005-2025 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA”. Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat” seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Disamping ”kemandirian dan kemajuan” sebagai prasyarat dalam memacu ketertinggalan daerah.
 Dalam mewujudkan visi Pembangunan  Daerah  Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu: 
1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia. 
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain. 
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan Sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang. 
Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:  
A.	Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya dan Berkesadaran Hukum   
1. Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama. 
2. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
3. Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah 
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 
B. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 
1. Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat 
2. Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak, 
3. Menyediakan Lapangan Kerja 
4. Meningkatkan Kualitas Penduduk 
5. Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan    
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
7. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 
C. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 
1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
2. Mengurangi Kemiskinan dalam Masyarakat  
3. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 
4. Menata Peran Pemerintah dan Masyarakat
5. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah  
6. Meningkatkan Kerjasama Antar daerah 
7. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional   
8. Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi 
9. Mengembangkan Proses dan Budaya Politik

D.  Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah  
3. Meningkatkan Penguasaan, Pemanfaatan dan Penciptaan Iptek  
4. Membangun Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Handal dan Terintegrasi 
5. Memenuhi Pasokan Tenaga listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat.
  
E.  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan  
1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan dan Perairan
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumberdaya Energi  
2. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Kelautan  
3. Mewujudkan Konservasi Sumberdaya Air  
4. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan Sumberdaya Alam Hayati  
5. Mengembangkan Model Pembangunan Berbasis Resiko Bencana  
6. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
7. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  
8. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2014-2018 adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi :
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan beragama, peningkatan budi pekerti dan pengembangan toleransi.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah melalui industry pariwisata, agroindustri dan ekonomi kreatif berbasis budaya, sumberdaya lokal dan iptek. 
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan berbagai capaian pembangunan Provinsi NTB tahun 2014, tujuan  pembangunan Provinsi NTB Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Memantapkan terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berbudaya 
2. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing.
3. Memantapkan terwujudnya reformasi birokrasi, penegakan hukum  dan stabilitas keamanan.
4. Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Provinsi NTB Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Memantapkan terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berbudaya, melalui:
a. Terwujudnya peningkatan ketaatan beragama
b. Terciptanya toleransi antara umat beragama
c. Terwujudnya penurunan tingkat kriminalitas, konflik horizontal maupun vertikal
d. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
e. Terwujudnya peningkatan peran budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah
2. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing, melalui :
a. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, dan pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
b. Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
c. Terwujudnya perkuatan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat
d. Terwujudnya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
e. Terwujudnya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata, agroindustri PIJAR, dan ekonomi kreatif unggulan lokal.
f. Tersedianya infrastruktur wilayah pendukung aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
g. Terwujudnya kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi
h. Terwujudnya konektifitas antar wilayah dan antar kawasan
i. Terwujudnya penerapan dan pemanfaatan iptek dalam pembangunan daerah
j. Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi GP3A dan P3A dalam mendorong pengelolaaan maupun pemeliharaan jaringan irigasi
k. Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
l. Terpenuhinya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu 
m. Terjaminnya akses pangan masyarakat didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik 
n. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 
o. Terwujudnya manajemen informasi penanaman modal serta pelayanan penanaman modal yang cepat, transparan, dan akuntabel 
p. Terwujudnya kerjasama antara UMKM dengan pengusaha besar.
3. Memantapkan terwujudnya reformasi birokrasi, penegakan hukum  dan stabilitas keamanan, melalui :
a. Terwujudnya aparatur pemerintah yang disiplin, profesional, melayani masyarakat dan bebas KKN
b. Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.  
d. Terwujudnya peningkatan produk hukum daerah 
e. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat
4. Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui :
a. Terwujudnya pembangunan daerah berbasis tata ruang 
b. Terwujudnya harmonisasi antar rencana tata ruang
c. Terwujudnya keselarasan pola pembangunan spasial dengan program sektoral
d. Terwujudnya perlindungan hutan dan lahan
e. Terwujudnya penggunaan sumberdaya air yang optimal
f. Terwujudnya konservasi sumber-sumber mata air
g. Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan
h. Tersedianya sumber daya manusia berkualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan bersifat tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJP, RPJM dan RKP menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. RPJP Nasional diturunkan ke dalam RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota merupakan turunan dari RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, demikian pula halnya dengan RKPD Kabupaten merupakan turunan  RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Hal ini diperlukan untuk menjamin terciptanya keselarasan, keserasian, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk menciptakan keselarasan, keserasian, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara  telah diselaraskan dengan visi,misi tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Utara tersebut  tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
a.	VISI
Visi  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 2011-2015  yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:
”LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB”
 dengan semangat TIOQ TATA TUNAQ 

Maju 	:  	Perwujudan keadaan masayarakat yang mandiri     mengandalkan kemampuan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, terpenuhinya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Beradab  : 	Perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, ditandai dengan kualitas hidup yang layak dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial dan budaya. 

b.	MISI
Dalam mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, menjaga pluralitas. 
2. Mewujudkan  percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan yang berkeadilan, yaitu meningkatkan pelayanan dan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara,   meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur diwilayah strategis, yakni menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial diseluruh wilayah Lombok Utara dalam rangka membuka dan memperlancar arus ekonomi masyarakat dan pelayanan sosial dasar.
4. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan tehnologi.
5. Menegakkan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan aturan hukum, terciptanya aparatur yang bersih, tanggungjawab, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

c.	TUJUAN DAN SASARAN
	Tujuan dari misi yang ditetapkan
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera
5. Mewujudkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang transparansi
6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat
7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat.

	Sasaran dari tujuan yang ditetapkan
1. Terwujudnya masyarakat sejahtera
2. Terwujudnya masyarakat religius
3. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika
4. Terwujudnya masyarakat sehat
5. Terwujudnya masyarakat cerdas  dan terampil
6. Terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK
7. Terwujudnya kesetaraan gender
8. Terwujudnya Struktur APBD yang proporsional
9. Terwujudnya usaha pengolahan  berbasis pertanian
10. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
11. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan
12. Terwujudnya masyarakat “sadar wisata”
13. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil
14. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan
15. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu
16. Terwujudnya infrastruktur yang memadai
17. Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif
18. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat
19. Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
20. Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai 
21. Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
22. Terwujudnya lingkungan lestari
23. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional
24. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik
25. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum
26. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib
27. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik
28. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

	Selanjutnya isu strategis, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut ini.








Tabel 54.
Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam RPJMD Tahun 2011-2015

	ISU STRATEGIS
	STRATEGI
	ARAH KEBIJAKAN
	KEBIJAKAN UMUM

	1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya  sebagai modal sosial
	1. Revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya

	1. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama 
	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan 

	
	
	2. Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat
	2. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial 

	
	
	
	3. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur

	
	
	3. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
	4. Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah 

	2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan   kesenjangan sosial
	2. Revitalisasi dan akselerasi pelayanan sosial dasar dan akses terhadap sumberdaya ekonomi
	4. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap hak-hak dasar manusia.
	5. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin

	
	
	5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi.  
	6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan 

	
	
	6. Peningkatan pendapatan masyarakat 
	7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industri

	
	
	
	8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

	3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah

	3. Revitalisasi dan mobilisasi peran kelembagaan lokal, keagamaan dan kepemudaan  
	7. Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan 
	9. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada daerah terpencil dan terbelakang

	
	
	10. 
	11. Mengupayakan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin

	4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
	4. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
	8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA 
	12. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA, terutama pada daerah terpencil dan terbelakang

	
	
	
	13. Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat miskin

	
	
	
	14. Mendorong peranserta masyarakat dalam pendidikan pra-nikah 

	
	
	
	15. Mendorong peran posyandu

	5. Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil;

	5. Redistribusi  pem-bangunan secara proporsional sesu-ai dgn kondisi dan potensi wilayah
	9. Peningkatan aksesibilitas wilayah
	16. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir

	
	6. Koordinasi, inte-grasi, sinkronisasi dan sinergis pem-bangunan antar wi-layah, antar sektor
	10. Peningkatan harmonisasi perencanaan program pembangunan
	17. Mendorong intensitas komunikasi antar wilayah

	
	
	
	18. Mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sektor 

	6. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik, 
	7. Supremasi hukum 


	11. Peningkatan koordinasi penegakan hukum 
	19. Mengintensifkan komun-ikasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah 

	
	
	12. Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah
	20. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dl peng-awasan pembangunan

	
	8. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan 
	13. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah
	21. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap 

	
	
	
	22. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi

	
	
	
	23. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara  konsisten

	
	
	
	24. Memantapkan Pengelolaan keuangan Daerah

	7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
	9. Optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan IPTEK
	14. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan
	25. Mengupayakan pemanfa-atan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan

	
	
	
	26. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem

	
	
	
	27. Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

	
	
	
	28. Mendorong pengembang-an, dan pemanfaatan IPTEK

	8. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik.

	10. Diversifikasi sumberdaya listrik alternatif
	15. Peningkatan kapasitas terpasang
	29. Mengupayakan penambahan daya listrik melalui PLN

	
	
	
	30. Mendorong pengembangan dan pemanfatan sumberdaya listrik alternatif




4.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkitnya bagi kinerja pembangunan daerah serta hasil evaluasi terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah juga dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.
		Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara dilakukan dengan memperhatikan kriteria :
a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional disinergikan dengan pencapaian MDGs (yang akan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals/SDGs di tahun 2016) , Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, 
b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah
d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
		Dalam bentuk matrik, hubungan antara isu strategis daerah/permasalahan mendesak yang dihadapi daerah sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016, keselarasannya  dengan  prioritas nasional, tujuan dan sasaran RKPD Provinsi,  tujuan SDGs serta strategi/arah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan mendesak daerah  tersebut disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel 55.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dalam Mengatasi Isu Strategis/Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah Diselaraskan dengan Prioritas Nasional, Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi dan Target SDGs

	No
	Isu Strategis/Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah
	Prioritas Pembangunan Nasional
	Prioritas Pembangunan Daerah Th. 2016
	Target SDGs
	Tujuan dan Sasaran  RKPD Provinsi NTB Tahun 2016
	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
	Strategi/Arah Kebijakan

	1.


	1. Masih tingginya angka kemiskinan dengan tren penurunan yang melambat 
2. Rendahnya produktivitas pertanian di lahan kering sehingga sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama penduduk  dan kontributor terbesar PDRB belum tumbuh secara signifikan, belum meningkatkan kesejahteraan petani dan belum dapat menangkap peluang tumbuhnya sektor pariwisata
3. Pertumbuhan ektor industri terutama industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) masih lambat 
4. Tumbuhnya kewirausahaan belum optimal
5. Koordinasi dan sinergi dalam program penanggulangan kemiskinan belum optimal
6. Pertumbuhan aktivitas pariwisata belum bermdak nyata terhadap penanggulangan  kemiskinan
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan
Ketahanan Pangan
	Prioritas 1 
Penanggulangan Kemiskinan dan  Perwujudan Ketahanan Pangan 
(Pro Growth,  Pro Poor, Pro Job)
	Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
	1. Rehabilitasi lingkungan dan rumah kumuh yang belum tertangani
2. Menyiapkan sarana prasarana pelatihan tenaga kerja sesuai pasar kerja
3. Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing” dapat dilaksanakan dengan baik, 
4. Meningkatnya akses dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. Terpenuhinya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam dengan kualitas yang memadai dan tersedianya sepanjang waktu
6. Terjaminnya akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga.
7. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal
8. Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi
9. Terciptanya keseimbangan pola konsumsi pangan beragam dan bermutu melalui pengembangan pangan lokal
	Terwujudnya Masyarakat Sejahtera
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
1. Menurunya angka kemiskinan minimal 4 %/tahun
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi  (5,5 %)
3. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi (1000 unit/ APBD, 500 unit Provinsi, 2000 unit/APBN) 
4. Meningkatnya perlindungan bagi fakir miskin dan PMKS lainnya
5. Meningkatnya jumlah kelompok usaha bersama (150 klp)
6. Meningkatnya pro-duktivitas pertanian di semua sub sektor (Pertumbuhan sektor pertanian 5,5 %)
7. Meningkatnya jumlah industri pengolahan berbasis pertanian dalam skala rumah tangga/kecil/ mene-ngah (Pertumbuhan industri pengolahan 6,5 % dan kontribusi thd PDRB mencapai 3 %)
8. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
9. Meningkatnya kualitas produksi dan kemasan UMKM shg meningkatkan  akses pasar produk UMKM 
10. Meningkatnya tenaga kerja terlatih ketrampilan kerja
11. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (1.000 wirausaha)
12. Meningkatnya produktivitas kerja
13. Terpenuhinnya  kebutuhan pangan yang cukup
14. Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi
15. Terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam 
16. Berfungsinya  data mikro kemiskinan berbasis spasial (peta digital) sebagai alat perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan


	1. Penaggulangan kemiskinan secara terpadu berbasis kawasan dengan meman-faatkan peta digtal klasifikasi kesejahteraan untuk menjamin ketepatan sasaran program penangggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan perlindungan bagi fakir miskin dan PMKS lainnya
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dengan pelatihan usaha ekonomi dan fasilitasi permodalan, sarana produksi dan pemasaran
4. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas dengan arah intensifikasi dan diversifikasi komoditas yang menjadi kebutuhan pariwisata dan memiliki NTP tinggi (al tanaman hortikultura, ternak, ikan), transfer teknologi budidaya, fasilitasi penyediaan peralatan produksi dan pemasaran.
5. Peningkatan produksi pertanian lahan kering dengan pembangunan dan perbaikan irigasi, tatakelola irigasi dan pola tanam terpadu dengan sub sektor peternakan
6. Mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan berbasis pertanian/produk PAPIKO/PIJAR terutama industri skala rumah tangga dan kecil untuk menjawab kebutuhan domestik dan pariwisata dengan fasilitasi penyediaan peralatan produksi, modal dan pemasaran.
7. Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi
8. Membangun wirausaha baru dengan fasilitasi diklat, permodalan, peralatan produksi dan pemasaran
9. Menggerakkan dan melibatkan  tokoh masyarakat/kader serta mengoptimalkan kearifan lokal dalam meningkatkan keberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat
10. Mengoptimalkan peran  konsultan dari perguruan tinggi dalam pembangunan sektor pertanian, industri pengolahan dan penum-buhan kewirausahaan
11. Menggencarkan rehabilitasi rumah tidak layak   huni

	2.
	1. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memadai
2. Kurangnya kompetensi guru.
3. Relatif rendahnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi
4. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.  
5. Tingginya penyandang buta aksara

	Prioritas 
Pendidikan
	Prioritas 2
Pendidikan
(Pro Poor)
	1. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
2. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perem-puan

	1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
3. Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat

	Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Trampil
1. Meningkatnya angka partisipasi murni sekolah dasar mencapai 100 %,  SMP mencapai 100 %, dan SMA mencapai 80 %,  cakupan pendidikan anak usia dini  80 %
2. Meningkatnya rasio ruang kelas : rombel SD menjadi 1 : 1,04
3. Menurunnya jumlah buta aksara (5 %)
4. Meningkatnya mutu pendidkan (mening-katnya persentase kelulusan dan nilai kelulusan pada semua jenjang pendidikan)

	1. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
3. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dan tinggi dengan penyediaan bantuan siswa miskin transisi dari pendidikan dasar  ke pendidikan menengah dan beasiswa masuk perguruan tinggi.
4. Meningkatkan keterjangkauan sekolah  dengan membangun sekolah baru untuk memenuhi standar SPM
5. Menggencarkan program penuntasan buta aksara disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi/ kelompok usaha bersama (KUBE)/KUM 

	3.
	1. Terbatasnya sarana prasarana serta petugas pelayanan kesehatan maupun aparatur pemerintah pelaksanaan program pembangunan kesehatan
2. Tingginya angka kematian bayi
3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak.
4. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi.
5. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/preventif
6. Belum optimalnya peran tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh budaya dalam mendukung pembangunan kesehatan
7. Rendahnya kepemilikan jamban
8. Belum terbangunnya koordinasi dan sinergi yang baik antara stakeholder pembangunan kesehatan
	Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	Prioritas 3
Kesehatan 
(Pro Poor)
	1. Meningkatkan kesehatan ibu
2. Menurunkan angka kematian anak
3. Memerangi HIV/AIDs, Ma-lar ia dan Pe-nyakit Menular Lainnya
	1. Pengembangan sarana prasarana kesehatan hingga ke desa
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
3. Perkuatan lembaga kemasyarakatan dlm peningkatan kesehatan masyarakat
	Terwujudnya Masyarakat Sehat
1. Angka Kematian Ibu Nol (AKINO)
2. Angka Kematian Bayi 5/1.000 kelahiran
3. Kasus Gizi Buruk 0
4. Gizi Kurang  5 %
5. Cakupan penanganan masalah kesehatan penduduk miskin 100 %
6. Menurunnya kejadian penyakit malaria, DB dan TB (50 %)
7. Menurunnya ODHA (10 %)
8. Meningkatnya Jumlah Desa ODF (10 Desa)
9. Jumlah Desa Siaga Aktif (100 %)
10. Cakupan UCI (100 %)
	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap dalam rangka pencapaian SPM.
2. Meningkatkan perlindungan/ jaminan kesehatan masyarakat miskin
3. Mengatasi sementara kekurangan tenaga medis dengan tenaga kontrak
4. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif 
5. Menggencarkan program BASNO dengan insentif/ stimulan pembangunan jamban
6. Mengoptimalkan peran pemerintah desa/tokoh adat/ budaya dalam  pemba-ngunan kesehatan, mencontoh praktek baik di daerah lain dimana tokoh budaya bersama masyarakat membangun aturan adat/awig-awig untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat
7. Mengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.
8. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan evaluasi internal pemda dan antara pemerintah daerah dengan /pemdes, PNPM-G.Sc, LSM, toga/toma

	4.
	1. Masih adanya kesenjangan  infrastruktur antar wilayah
2. Kualitas pekerjaan jalan dan infrastruktur lainnya belum memadai
3. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan infrastuktur
4. Potensi sumber air  baku/minum belum terkelola dan terdistribusi dengan baik
	Pembangunan Infrastruktur/Pra sarana Dasar
	Prioritas 4
Infrastruktur 
(Pro Growth)
	
	1. Menyelaraskan pola pembangunan spasial ke dalam program sektoral
2. Meningkatkan kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumberdaya Air untuk meningkatkan produktivitas pertanian , meningkatkan peran dan partisipasi GP3A dan P3A dalam mendorong pengelolaaan maupun pemelihara-an jaringan irigasi
	Terwujudnya infrastruktur yang memadai
1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 90 %
2. Meningkatnya jembatan dalam kondisi baik (15 %)
3. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (100 %)
4. Tersedianya akses air minum yang aman (80 %)
5. Meningkatnya lingkungan pedesaan tertata (10 %)
	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga
3. Memperbaiki kualitas perencanaan pekerjaan
4. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan distribusi sumber air minum melaui pamdes maupun PDAM
6. Meningkatkan kapasitas PDAM melalui peningkatan penyertaan modal di PDAM
7. Meningkatkan koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

	5.
	1. Kualitas pelayanan publik belum memadai
2. Jumlah dan Kualitas Aparatur belum Memadai
3. Pengelolaan keuangan belum optimal dengan adanya pengecualian sehingga opini WTP belum tercapai
4. Struktur organisasi belum optimal
5. Sarana penegakan disiplin terbatas
6. Masih relatif rendahnya kapasitas aparatur dalam perencanaan dan  penganggaran serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
7. Relatif rendahnya kualitas musrenbang 
8. Belum terbangunnya komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penganggaran
9. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum memadai
10. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan belum terbangun dengan baik
	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan
	Prioritas 5 :
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
	
	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
	1. Terwujudnya tata laksana penyeleng-garaan pemerintahan yang baik
2. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional
3. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan
4. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan berkepastian hukum dan tepat waktu
5. Terwujudnya struktur APBD yan propor-sional 
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai SOP dan Standar Pelayanan
2. Melaksanakan Pelayanan Prima
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan  (Perencanaan dan penganggaran) dengan mengoptimalkan dukungan negara donor
4. Mengimplementasikan  Perda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif
5. Memperbaiki sistem pemungutan dan penge-lolaan PAD (berbasis Teknologi Informasi)
6. Mengevaluasi pencapaian SPM dan mengintegrasikan target SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
7. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif
8. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
9. Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
10. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang anti KKN
11. Meningkatkan sarana dan operasi penegakan disiplin
12. Meningkatkan kualitas Musrenbang dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat rentan dan marginal serta pemenuhan petunjuk teknis sesuai peraturan yang berlaku.
13. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara bertahap
14. Melakukan pelayanan kependudukan dan penca-tatan sipil dengan cara “jemput bola” (pelayanan keliling)
15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan
16. Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan
17. Melaksanakan penataan organisasi secara cermat

	6.
	1. Abrasi pantai di kawasan wisata dan kawasan lain belum tertangani
2. Relatif rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga rawan melakukan perusakan dalam mencari nafkah
3. Jumlah sarana prasarana persampahan terbatas
4. Personil penanganan sampah terbatas
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah
6. TPA belum dapat difungsikan karena masih dalam sengketa
7. Penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
9. Keterbatasan sarana prasarana dan jumlah aparatur pengawasan illegal logging

	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana
	Prioritas 6
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (Pro Environment)
	Menjamin kelestarian lingkungan hidup
	Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan
	1. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan
2. Terwujudnya lingkungan lestasi

	1. Menerapkan teknologi  perlindungan  pantai/ kawasan pesisir rekomen-dasi perguruan tinggi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir dengan fasilitasi peralatan produksi
3. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemerin-tah desa dalam penan-ganan sampah
5. Mendorong percepatan penyelesaian kasus TPA
6. Meningkatkan jumlah personil penangangan sampah
7. Meningkatkan produksi dan penguasaan teknologi produksi hasil hutan non kayu (madu, bambu dll)
8. Menfasilitasi masyarakat dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu
9. Meningkatkan sarana prasarana pengawasan hutan secara bertahap
10. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan
11. Meningkatkan upaya mitigasi bencana (Menyusun dokumen resiko bencana, melakukan diklat pengurangan resiko bencana, penguatan kearifan lokal dalam menghadapi bencana dll upaya pengurangan resiko bencana) 
12. Meningkatkan sarana prasarana penanganan bencana secara bertahap

	7.
	1. Masih relatif rendahnya minat investasi 
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
3. Keterbatasan anggaran pelaksanaan urusan penanaman modal 
4. Satuan kerja pelaksana urusan penanaman modal belum berdiri sendiri
5. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan terpadu
	Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
	Prioritas 7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha (Pro Growth, Pro Job)
	
	1. Terwujudnya pela-yanan penanaman modal yang cepat, transparan, dan akuntable serta manajemen infor-masi penanaman modal.
2. Terwujudnya UMKM menjadi bagian dari pengusaha dalam melaksanakan  
3. Terwujudnya rasa aman bagi pengu-saha dalam melak-sanakan kegiatan penanaman modal
4. Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  di Provinsi
	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif (Meningkatnya nilai investasi : 25 %, 
Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu termasuk pelayanan penanaman modal
	1. Meningkatkan kualitas informasi bidang usaha unggulan daerah
2. Meningkatkan kualitas promosi peluang penanaman modal
3. Meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan urusan penamanan modal dan pelayanan terpadu secara bertahap
4. Menyusun SOP dan standar pelayanan terpadu
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan terpadu
6. Melaksanakan pelayanan prima 

	8.
	Masih terdapat rumah tangga belum mengakses listrik
	Ketahanan Energi
	Prioritas 8
Energi (Pro Environment)
	
	Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
	Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai
	1. Stimulasi pembangkit listrik tenaga surya
2. Menggencarkan pembangunan instalasi biogas pada rumah tangga peternak sebagai sumber energi alternatif
3. Mendorong dan menfasilitasi pembangunan dan beroperasinya PLTMH 

	9.
	1. Belum tersedianya gedung kesenian
2. Temuan teknologi tepat guna belum dapat diimplemen-tasikan/ diproduksi
3. Industri kreatif pendukung aktivitas pariwisata belum berkembang
4. Sarana prasarana destinasi pariwisata belum terbangun dan tertata secara optimal
5. Tujuan wisata diluar kawasan Gili Trawangan belum berkembang  sesuai dengan potensinya

	Kebudayaan Inovasi Teknologi
	Prioritas  9
Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Inovasi Teknologi 
	
	Meningkatkan kegiatan tradisi daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat

	1. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika
2. Terwujudnya masya-rakat berwawasan IPTEK
	1. Mengoptimalkan penggunaan gedung serbaguna sebagai gedung kesenian
2. Fasilitasi implementasi temuan teknologi tepat guna
3. Fasilitasi penumbuhan industri kreatif pendukung pariwisata disinergikan dengan prioritas penanggulangan kemiskinan 
4. Menata destinasi pariwisata secara komhrehensif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
5. Menyusun perencanaan pengembangan kawasan wisata di luar gili
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan wisata  

	10.
	1. Jumlah Linmas belum memadai
2. Sarana prasarana satuan polisi pamong praja belum memadai
	Pemantapan politik dalam negeri, Stabilitas keamanan dalam negeri
	Prioritas 10
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
	
	
	1. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib
2. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum
3. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik
	1. Meningkatkan jumlah Linmas secara bertahap
2. Meningkatkan sarana prasarana kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat secara bertahap 

	11.
	Keterbatasan  jumlah dan kualitas prasarana perdagangan (pusat perdagangan, pasar tradisional, pasar desa)
	Prioritas Lainnya 
Perkonomian
	Prioritas 11
Perekonomian Lainnya (Pro Growth)
	
	
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (5,5 % di tahun 2015)
	Meningkatkan anggaran pembangunan sektor perdagangan : pembangunan pusat perdagangan, pasar tradisional/pasar desa, pusat-pusat perdagangan bagi pedagang kecil dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
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		Selengkapnya uraian tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dijabarkan  sebagai berikut :
a. Penanggulangan Kemiskinan dan Perwujudan Ketahanan Pangan (Pro Poor, Pro Growth, Pro Job) 
Penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan sejalan dengan target pembangunan milenium (MDGs) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan merupakan prioritas pertama pembangunan daerah  mengingat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (34,63 % di tahun 2013). 
Penanggulangan kemiskinan sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) ditempuh dengan strategi pokok bantuan sosial berbasis keluarga (kluster 1), pemberdayaan masyarakat (kluster 2), pemberdayaan usaha kecil dan mikro (kluster 3) dan strategi pro rakyat/penunjang  lainnya (kluster 4).  
Pada kluster 1, bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi prioritas disamping pengawalan bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa pemenuhan kebutuhan pokok lainnya (pangan), bantuan sosial untuk mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan (beasiswa dan jamkesmas). 
Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan pendampingan  kelompok usaha bersama pada masyarakat miskin berbasis potensi lokal seiring dengan upaya penumbuhan dan penguatan kewirausahaan sebagai strategi penciptaan lapangan kerja dengan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan pada berbagai sektor terutama pertanian yang menjadi sektor basis ekonomi daerah, sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan dalam skala rumah tangga/kecil. Sementara pemberdayaan usaha kecil dan mikro pada kluster 3 ditempuh dengan fasilitasi akses terhadap modal, fasilitasi sarana/prasarana produksi dan peningkatan kualitas dan persyaratan produksi dan fasilitasi pemasaran. 
Di Kabupaten Lombok Utara, strategi-strategi tersebut dilakukan sejalan dengan peningkatan dan pemerataan kekuatan ekonomi daerah yang diupayakan dengan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan) sebagai kekuatan utama ekonomi daerah berbasis  sumberdaya daya lokal dan produk unggulan daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri, meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan koperasi dan tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah.  Prioritas penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari prioritas pembangunan pertanian sekaligus perwujudan ketahanan pangan karena sektor pertanian merupakan sektor basis ekonomi daerah (menyumbang kontribusi 40 % terhadap PDRB) serta sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian (60 %). 
Sasaran yang ingin dicapai dengan prioritas ini adalah turunnya angka kemiskinan minimal 4 % per tahun, terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan, meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan sektor pertanian menjadi 5,5 %,  terwujudnya industri pengolahan terutama berbasis pertanian (agroindustri) sehingga meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi 6,5 % dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB mencapai 2,5 %, meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.
	
	Sesuai dengan penanganan permasalahan  yang dihadapi daerah dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maka strategi yang ditempuh pada tahun 2014 dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu berbasis kawasan dengan memanfaatkan peta digtal klasifikasi kesejahteraan untuk menjamin ketepatan sasaran program penangggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan perlindungan bagi fakir miskin dan PMKS lainnya.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dengan pelatihan usaha ekonomi dan fasilitasi permodalan, sarana produksi dan pemasaran melalui kelompok usaha bersama.
4. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas dengan arah intensifikasi dan diversifikasi komoditas yang menjadi kebutuhan pariwisata dan memiliki NTP tinggi (al tanaman hortikultura, ternak, ikan), transfer teknologi budidaya, fasilitasi penyediaan peralatan produksi dan pemasaran. Intervensi  terutama pada petani dengan penguasaan lahan terbatas (< 50 are)/petani gurem.
5. Meningkatkan kesejahteraan buruh tani dengan penyediaan peralatan pengolahan tanah/pasca panen dan lain-lain bagi kelompok buruh tani.
6. Mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan berbasis pertanian/produk PAPIKO/PIJAR terutama industri skala rumah tangga dan kecil untuk menjawab kebutuhan domestik dan pariwisata dengan fasilitasi penyediaan peralatan produksi, modal dan pemasaran.
7. Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi.
8. Mengupayakan tersedianya data mikro kemiskinan dan data lainnya dalam format sesuai perkembangan teknologi informasi (peta digital).
9. Membangun wirausaha baru dengan fasilitasi diklat, permodalan, peralatan produksi dan pemasaran.
10. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan revitalisasi TKPK Daerah.
11. Menggerakkan dan melibatkan  tokoh masyarakat/kader serta mengoptimalkan kearifan lokal dalam meningkatkan keberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat.
12. Merekrut konsultan dari perguruan tinggi dalam pembangunan sektor pertanian, industri pengolahan dan penumbuhan kewirausahaan, peran konsultan mulai dari rekomendasi sampai dengan impementasi rekomendasi.
13. Menggencarkan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

b.	Pendidikan, memprioritaskan Penyelenggaraan Urusan Wajib dibidang pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud didalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayana Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Prioritas pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk mencapai pendidikan dasar untuk semua dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam mengakses layanan pendidikan sesuai target pembangunan milenium.

	Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya angka partisipasi murni sekolah dasar mencapai 100 %,  SMP mencapai 100 %, dan SMA mencapai 80 %, sementara peningkatan cakupan pendidikan anak usia dini ditargetkan mencapai 80 %. Dari aspek ketersediaan sarana prasarana, rasio jumlah kelas  berbanding jumlah rombongan belajar pada semua jenjang pendidikan dapat ditingkatkan dengan pembangunan ruang kelas baru sehingga mencapai angka rasio 1 berbanding 1 pada tahun tahun mendatang. Dari aspek mutu ditargetkan dapat ditingkatkan dengan indikator meningkatnya prosentase kelulusan dan nilai kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Mengingat masih relatif tingginya angka buta aksara di Kabupaten Lombok Utara, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin memegang peranan penting dalam meningkatkan angka melek huruf sebagai salah satu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia. 
	
	Strategi yang ditempuh pada pembangunan pendidikan dan pengalokasian belanja pada tahun 2015 sebagai berikut :
1. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
3. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dan tinggi dengan penyediaan beasiswa transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menegah dan beasiswa masuk perguruan tinggi.
4. Peningkatan koordinasi optimalisasi program Bidik Misi dari Pemerintah Pusat.
5. Meningkatkan keterjangkauan sekolah menengah dengan membangun SMA/SMK baru terutama di willayah kecamatan yang luas dan jauh dari pusat kota (Bayan, Kayangan)
6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi
7. Meningkatkan cakupan pendidikan anak usia dini.

c.	Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan pencapaian Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), penurunan Angka Kematian Bayi dan  penurunan prevalensi kekurangan gizi, penurunan kejadian penyakit malaria, demam berdarah, tubercolosis dan ODHA. Meningkatnya jumlah desa ODF, desa siaga aktif, meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesehatan masyarakat miskin dan lain-lain.
	Strategi yang ditempuh pada tahun 2015 sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap dalam rangka pencapaian SPM.
2. Mengatasi sementara kekurangan tenaga medis dengan tenaga kontrak.
3. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif. 
4. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam pembangunan kesehatan, mencontoh praktek baik di daerah lain dimana tokoh budaya bersama masyarakat membangun aturan adat/awig-awig untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
5. Mengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program pembangunan kesehatan.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, PNPM-G.Sc, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
d.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan kebijakan umum mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti jalan, jembatan, terminal, pelayanan air bersih, infrasruktur perhubungan dan fasilitas umum lainnya dengan sasaran untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai.  Target yang hendak dicapai pada tahun 2015 diantaranya adalah 90 % jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
	Strategi yang ditempuh pada tahun 2015 sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga.
2. Memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
3. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih/air minum melaui pamdes maupun PDAM.
5. Meningkatkan kapasitas PDAM melalui peningkatan penyertaan modal di PDAM.
6. Meningkatkan koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

e.	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola untuk mencapai sasaran terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk didalamnya terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional, pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu, terwujudnya perencanaan pembangunan dengan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, pencapaian kinerja yang terukur dan “akuntabel” dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan internal maupun pengawasan dari masyarakat.
	Dalam upaya mengatasi permasalahan berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditentukan, maka strategi yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Mengimplementasikan dokumen “Road Map” Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan  (Perencanaan dan penganggaran) dengan mengoptimalkan dukungan negara donor.
3. Menyusun regulasi perencanaan dan penganggaran yang lengkap (diantaranya Perda Perencanaan dan Penganggaran).
4. Memperbaiki sistem pemungutan dan pengelolaan PAD.
5. Menyusun dan Menetapkan SPM dan SOP di daerah.
6. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif.
7. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.
9. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang anti KKN.
10. Meningkatkan sarana dan operasi penegakan disiplin.
11. Meningkatkan kualitas Musrebang dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat rentan dan marginal serta pemenuhan petunjuk teknis sesuai peraturan yang berlaku.
12. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara bertahap.
13. Melakukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan cara “jemput bola” (pelayanan keliling).
14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pelayanan pencatatan sipil.
15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan.
16. Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan.

f.	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang dalam upaya  mencapai sasaran terwujudnya lingkungan lestari dan tata ruang yang serasi, selaras dan produktif sementara pengelolaan bencana untuk mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana.  Strategi yang ditempuh pada tahun 2015 antara lain :
1. Mengaplikasikan masterplan perlindungan  kawasan pesisir.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir dengan fasilitasi peralatan produksi.
3. Meningkatkan jumlah sarana prasarana persampahan.
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penangangan sampah.
5. Mendorong percepatan penyelesaian kasus TPA.
6. Meningkatkan penguasaan teknologi produksi hasil hutan non kayu.
7. Menfasilitasi masyarakat dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu.
8. Meningkatkan sarana prasarana pengawasan hutan secara bertahap.
9. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan.
10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana (Menyusun dokumen resiko bencana, melakukan diklat pengurangan resiko bencana, penguatan kearifan lokal dalam menghadapi bencana dll upaya pengurangan resiko bencana). 
11. Menyusun SOP Penanganan bencana.
12. Meningkatkan sarana prasarana penanganan bencana secara bertahap.

g.	Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif diprioritaskan pada peningkatan kemudahan berusaha,  peningkatan mutu pelayanan dan mempercepat waktu penyelesaian perijinan. Sejalan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi didaerah, maka strategi yang ditempuh antara lain :
1. Meningkatkan kualitas informasi bidang usaha unggulan daerah.
2. Meningkatkan kualitas promosi peluang penanaman modal.
3. Meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan urusan penamanan modal dan pelayanan terpadu secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Menyusun SOP pelayanan terpadu.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan terpadu melalui pendidikan dan pelatihan.  

h.	Pemenuhan Kebutuhan Energi  diprioritaskan pada peningkatan rasio elektrifikasi dan diversifikasi pemanfaatan energi. Strategi yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu :
1. Stimulasi pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Memperluas pembangunan instalasi pemanfaatan biogas pada rumah tangga peternak sebagai sumber energi.
3. Menfasilitasi beroperasinya PLTMH.

i.	Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Inovasi Teknologi  diprioritaskan pada penguatan jati diri dan pelestarian budaya daerah, peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pembangunan pariwisata dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi daerah. Strategi yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu :
1. Mengoptimalkan penggunaan gedung serbaguna sebagai gedung kesenian.
2. Fasilitasi implementasi temuan teknologi tepat guna.
3. Fasilitasi penumbuhan industri kreatif pendukung pariwisata disinergikan dengan prioritas penanggulangan kemiskinan.
4. Menata destinasi pariwisata secara komhrehensif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Menyusun perencanaan pengembangan kawasan wisata di luar gili.
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan wisata.  

j.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,  diprioritaskan pada upaya-upaya mempertahankan kesatuan, kondusifitas keamanan daerah dan perlindungan masyarakat untuk mencapai sasaran daerah yang aman dan tertib serta masyarakat yang taat dan sadar hukum serta sadar berpolitik. Upaya yang ditempuh pada tahun 2015 dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesatuan bangsa dan jumlah linmas secara bertahap.
k.	Perekonomian lainnya diprioritaskan pada pembangunan sarana prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi daerah termasuk prasarana perdagangan  (pusat perdagangan, pasar tradisional/pasar desa  penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan lain-lain). 
Selanjutnya penjabaran masing-masing prioritas pembangunan dalam program/kegiatan terkait ditampilkan pada tabel.

Tabel 56.
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

	NO.
	PRIORITAS
	URUSAN/PROGRAM
	KINERJA
	SKPD

	
	PEMBANGUNAN
	
	INDIKATOR
	TARGET
	

	1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERWUJUDAN KETAHANAN PANGAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	Menurunnya persentase penduduk miskin
	4 %
	 

	
	
	SOSIAL
	 
	 
	 Dinas  Sosial  Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	%  PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :
	14  %
	

	
	
	
	Jumlah keluarga miskin terlatih ketrampilan usaha
	300  org
	

	
	
	
	Tersedianya bantuan modal pendukung usaha bagi keluarga miskin
	280 Klp
	

	
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	%  PMKS dengan rumah tidak layak huni yang menerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar perumahan :
	9 %
	

	
	
	
	Jumlah rumah tidak layak huni direhab
	1.000 unit
	

	
	
	Program Pembinaan Anak Terlantar
	Jumlah anak terlantar terlatih ketrampilan kerja
	50 orang
	

	
	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	Jumlah peyandang cacat dan eks trauma terlaih
	50 orang
	

	
	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	100 orang
	

	
	
	Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
	Ketepatan sasaran penerima PKH
	100%
	

	
	
	KOPERASI DAN UMKM
	 
	 
	Dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan  dan Perindustrian

	
	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru
	500  orang
	

	
	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha  Mikro Kecil Menengah
	Tersosialisasinya dukungan informasi penyediaan permodalan
	2 kali
	

	
	
	
	Terpantaunya  penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	2 kali
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Jumlah koperasi aktif
	100%
	

	
	
	INDUSTRI
	 
	 
	Dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan  dan Perindustrian

	
	
	Program Pengemnbangan Industri Kecil dan Menengah
	Terbinanya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
	1 paket
	

	
	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Tersedianya bantuan peralatan teknologi industri skala rumah tangga
	200 paket
	

	
	
	
	Meningkatnya jumlah industri pengolahan berbasis pertanian
	200 unit
	

	
	
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
	Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
	1 paket
	

	
	
	PERTANIAN
	 
	 
	Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan

	
	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Meningkatnya pendapatan petani
	20 %
	

	
	
	
	Tersedianya peralatan olah tanah dan pasca panen
	200 unit
	

	
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	Meningkatnya produksi padi
	75.000 ton
	

	
	
	
	Meningkatnya produktivitas padi
	6 ton/Ha
	

	
	
	
	Meningkatnya produksi hortikultura dengan NTP tinggi
	500 ton
	

	
	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna yang diarahkan untuk masyarakat miskin
	30 unit
	

	
	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Meningkatnya produksi hasil perkebunan
	50%
	

	
	
	
	Menurunnya kasus hama/penyakit perkebunan 
	50%
	

	  
	
	Progran Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
	50 orang
	

	
	
	Program Pencegahan  dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Menurunnya kasus/kejadian penyakit ternak
	50%
	

	
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil  Peternakan
	Populasi sapi
	80.000 ekor
	

	
	
	
	Populasi kambing
	35.000 ekor
	

	
	
	
	Populasi unggas
	200.000 ekor
	

	
	
	
	Tercukupinya kebutuhan makanan ternak
	100%
	

	
	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
	Meningkatnya pemasaran hasil peternakan
	25%
	

	
	
	Program rehabilitasi, Pengembangan lahan dan perlindungan Tanaman
	Terpantau  dan terkendalinya OPT
	100%
	

	
	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	 
	 
	Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan

	
	
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Meningkatnya pendapatan nelayan
	25%
	

	
	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
	Menurunnya kasus illegal fishing
	100%
	

	
	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap
	50%
	

	
	
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
	Tersedianya data kelompok perikanan
	100%
	

	
	
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	Berkembangnya  usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	200 unit
	

	
	
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya
	100%
	

	
	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	 
	 
	Badan Pemberda yaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

	
	
	Program Peningkatan Keber dayaan Masyarakat Pedesaan 
	Jumlah desa mandiri
	5
	

	
	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 
	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi desa (bumdes) yang aktif
	10 desa
	

	
	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Jumlah desa memiliki RPJMDes
	33 desa
	

	
	
	
	Jumlah desa memiliki profil desa
	33 desa
	

	
	
	
	Jumlah desa menyusun dan menerapkan awig-awig pemberdayaan masyarakat
	2 desa
	

	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Jumlah desa menerapkan dan mengoperasikan sistem informasi dan administrasi desa (SIAD)
	10 desa
	

	
	
	Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah
	Meningkatnya kelancaran penyaluran raskin
	100%
	 Setda 

	
	
	TENAGA KERJA
	 
	 
	 Dinas  Sosial  Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

	
	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Jumlah pencari kerja terdiklat ketrampilan kerja
	200 orang
	

	
	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Jumlah pencari kerja terlatih kewirausahaan
	100 orang
	

	
	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Jumlah karyawan digaji sesuai UMK
	100%
	

	
	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	 
	 
	 

	
	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	Jumlah organisasi perempuan dibina
	2 kali
	 Setda 

	
	
	Program Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya koordinasi dan Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Perlindungan Anak

	2 kali
	 Setda 

	
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Jumlah masyarakat tersosialisai kesetaraan gender dan anak
	100 orang
	 BPM PP KB dan Pemdes 

	
	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 
 
	Beroperasinya  Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
	1 tahun
	 BPM PP KB dan Pemdes 
 
 

	
	
	
	Jumlah lembaga berbasis gender diberdayakan
	3 unit
	

	
	
	
	Cakupan data PNS, Organisasi Perempuan dan Anak, Lembaga Kerja Wanita dan perempuan kepala keluarga (PEKKA)
	100 %
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Jumlah kasus KDRT tertangani
	100 %
	 BPM PP KB dan Pemdes 

	
	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	Jumlah ibu rumah tangga tersuluh pembangunan keluarga sejahtera
	100 orang
	 BPM PP KB dan Pemdes 

	
	
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
	 
	 
	 BPM PP KB dan Pemdes 
 


	
	
	Program Keluarga Berencana
	Cakupan peserta KB aktif
	85 %
	

	
	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Jumlah remaja SMU tersosialisasi kesehatan reproduksi remaja
	300 orang
	

	
	
	Program Pelayanan Kontrasepsi
	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi
	100 %
	

	
	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
	Jumlah remaja SMU tersosialisasi penyalahgunaan narkoba, PMS dan HIV/AIDS
	300 orang
	

	
	
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang aktif
	100 %
	

	
	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	 
	 
	 Bappeda
 
 
 
 

	
	
	Program Pengembangan Data dan Informasi
	Ketersediaan data mikro klasifikasi kesejahteraan Rumah Tangga se Kabupaten Lombok Utara
	100 %
	

	
	
	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
	Meningkatnya sinergitas pe-nanggulangan kemiskinan
	100 %
	

	2.
  
	PENDIDIKAN

	 
	Meningkatnya cakupan dan mutu pendidikan, APM jenjang sekolah dasar 100 %, sekolah menengah pertama 100 % dan sekolah menengah atas 80 %
	 
 
 
	 

	
	
	PENDIDIKAN
	 
	 
	 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

	
	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Cakupan pendidikan anak usia dini
	80%
	

	
	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 
 
 
 
 
 
 
	Angka Partisipasi Murni SD sederajat
	100%
	

	
	
	
	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat
	100%
	

	
	
	
	Prosentase Kelulusan SD sederajat
	100%
	

	
	
	
	Prosentase Kelulusan SMP sederajat
	100%
	

	
	
	
	Nilai rata-rata kelulusan SD sederajat
	9
	

	
	
	
	Nilai rata-rata kelulusan SMP sederajat
	8
	

	
	
	
	Jarak sekolah dasar maksimal dr pemukiman
	3 km
	

	
	
	
	Rasio Kelas : Rombel
	1 : 1,04
	

	
	
	Program Pendidikan Menengah
 
 
 
	Angka Partisipasi Murni SMA sederajat
	80%
	

	
	
	
	Prosentase Kelulusan SMA sederajat
	99%
	

	
	
	
	Nilai rata-rata kelulusan SMA sederajat
	7,5
	

	
	
	
	Rasio Kelas : Rombel
	1 : 1
	

	
	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Prosentase pendidik tersertifikasi
	85%
	

	
	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

	Tersedianya rekomendasi dewan pendidikan
	1 Dok
	

	
	
	
	Kelancaran pelaksanaan UN

	100%
	

	
	
	
	Meningkatnya jumlah penerima Bidik Misi
	25%
	

	 
	 
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
	Kelancaran peringatan HUT KLU dan HUT Kemerdekaan dengan terlatihnya Parkibra
	100%
	 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

	 
	 
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
	Meningkatnya jumlah organisasi olahraga
	50 %
	

	 
	 
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat provinsi
	10 jenis
	

	 
	 
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Meningkatnya kapasitas jasmani aparatur melalui olahraga reguler dan terselenggaranya kompetisi olahraga aparatur dirangka-ikan dengan HUT KLU
	100%
	 Setda 

	 
	 
	PERPUSTAKAAN
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Meningkatnya jumlah pengunjng perpustakaan daerah
	100%
	 Kantor Perpustakaan dan Arsip 

	 
	 
	
	Bertambahnya  jumlah koleksi buku perpustakaan daerah
	1.000 judul
	 

	 
	 
	
	Tersedianya stimulan  buku bagi perpustakaan desa/masyarakat
	500 judul
	 

	3.
	KESEHATAN
	 
	Meningkatnya derajat kese-hatan masyarakat, Angka kematian ibu (AKINO) dan kematian bayi nol,  menu-runnya kasus gizi buruk dan gizi kurang, menurun-nya angka kesakitan
	 
	 

	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	KESEHATAN
	 
	 
	 Dinas Kesehatan 

	 
	 
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
	Terpenuhinya kebutuhan obat 1 tahun
	100 %
	

	 
	 
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
	Prosentase penanganan masalah kesehatan penduduk miskin di Puskesma dan jariangannya
	100%
	

	 
	 
	Program Pengawasan Obat dan Makanan.
	Kasus penyalahgunaan obat dan keracunan makanan
	0
	

	 
	 
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
	Menurunnya angka kesakitan
	20%
	

	 
	 
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Kasus Gizi Buruk
	0
	

	 
	 
	 
	Kasus Gizi Kurang/Bawah garis merah
	10%
	

	 
	 
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Meningkatnya Desa ODF
Menurunya kejadian diare
	15 Desa
50 %
	

	 
	 
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	Menurunnya kejadian penyakit malaria
	50 %
	

	 
	 
	
	Menurunnya kejadian   DB
	50 %
	

	 
	 
	
	Menurunnya kejadian penyakit Hepatitis
	50 %
	

	 
	 
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Ketersediaan  data pelayanan kesehatan
	100 %
	

	 
	 
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
	Jumlah puskesmas dalam kondisi baik
	100 %
	

	 
	 
	
	Jumlah poskesdes dalam kondisi baik
	80%
	

	 
	 
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Tersedianya jasa layanan asuransi kesehatan
	100 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
	Terlayaninya kesehatan lansia
	100 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Angka Kematian Ibu
	0/100.000
	

	 
	 
	
	Angka Kematian Bayi
	5/1.000
	

	 
	 
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Cakupan pelayanan kesehat-an rujukan masyarakat miskin
	100 %
	 RSUD 

	 
	 
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
	Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat
	100 %
	 RSUD 

	 
	 
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Tersedianya SOP pelayanan Rumah Sakit
	100 %
	 RSUD 

	 
	 
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
	Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit
	80 %
	 RSUD 

	4.
 
	INFRASTRUKTUR

	 
 
 
	Meningkatnya kemantapan jalan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, infrastruktur air bersih, sanitasi dan perhubungan
	 
	 
 
 

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	PEKERJAAN UMUM
	 
	 
	 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	Program Pembangunan Jalan  dan Jembatan
	Kemantapan jalan kabupaten
	90 %
	

	
	
	
	Jumlah jembatan dalam kondisi baik
	8 unit
	

	
	
	
	Jumlah jalan desa terbangun
	30 km
	

	
	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya kondisi jalan menjadi permukaan hotmix dan terpeliharanya  jalan 
	15 km
	

	
	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik
	20 %
	

	
	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
	Meningkatnya cakupan air bersih
	20 %
	

	
	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
	Terbangunnya  Pusat Pertokoan Tanjung
	1 unit
	

	
	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
	Tertatanya  lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
	33 lokasi
	

	
	
	Program Pengembangan Sistem Informasi ke PU an
	Cakupan ketersediaan data ke PUan
	100 %
	

	
	
	PERUMAHAN RAKYAT
	 
	 
	 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi 

	
	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	Beroperasinya prasarana sanitasi (MCK Komunal) dengan baik
	15 unit
	

	
	
	PERHUBUNGAN
	 
	 
	Dinas  Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika

	
	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	Terbangun dan beroperasinya dengan baik  Terminal di Lokasi Wisata
	1 unit
	

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Jumlah sarana transportasi layak jalan
	100%
	 

	
	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	Meningkatnya prasarana pengaman jalan
	20%
	 

	
	
	PENATAAN RUANG
	 
	 
	 Bappeda
 

	
	
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Ditetapkan dan tersosialisasi-nya Perda RDTRK
	5 Kec
	

	
	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	 
	 
	 Bappeda
 

	
	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	60 %
	

	
	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
	% kesesuaian program/kegi-atan pemb fisik prasarana yang direncanakan dengan progRam /kegiatan yang dianggarkan
	100 %
	

	5.
 
 
 
 
  
	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
	 
 
 
	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta terwujudnya reformasi birokrasi
	 
	 
 
 

	
	 
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	 
	 
	 Bappeda   

	
	 
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu
	3 Dok
	

	  
	  
	
	Ketersediaan laporan kepala daerah tepat waktu
	2 Dok
	 

	
	
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan program/kegiatan yang dianggarkan
	100 %
	 

	
	
	STATISTIK
	 
	 
	 

	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
	Ketersediaan dokumen data statistik
	3 Jenis
	 Bappeda 

	
	
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	 
	 
	 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
 
 

	
	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya kepemilikan e-KTP
	100%
	

	
	
	Program Pelayanan Akta Capil
	Meningkatnya  kepemilikan akte kelahiran
	85%
	

	
	
	
	Meningkatnya  kepemilika akte nikah
	60%
	

	
	
	KEARSIPAN
	 
	 
	 Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
 
 
 

	
	
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Tersedianya sistem administrasi kearsipan
	1 Paket
	

	
	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Lestarinya dokumen/arsip daerah
	100%
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	Jumlah SKPD yang menerapkan arsip baku
	10 SKPD
	

	
	
	OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
	 
	 
	 Sekretariat Daerah
 

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	Kelancaran urusan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
	100 %
	

	
	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Ketersediaan standar satuan harga
	 
	

	
	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Jumlah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
	0 Kasus
	

	
	
	
	Jumlah aparatur terjerat kasus KKN
	0 Kasus
	

	
	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

	Ketersediaan sistem informasi pemerintahan
	1 Paket
	

	
	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kerjasama antar daerah
	3 Kerjasama
	

	
	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Perda dan Perbup ditetapkan
	10 Dok
	

	
	
	Program Penataan Daerah Otonom Baru
	Tertatanya daerah otonom baru
	100 %
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
	Tersedianya dokumen LPPD
	1 Dok
	

	
	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya kompetensi aparatur
	20%
	

	
	
	
	Ketersediaan sistem informasi kepegawaian
	1 paket
	

	
	
	
	Jumlah pelanggaran disiplin PNS tertangani
	100 %
	

	
	
	Program Pendidikan Kedinasan
	Jumlah PNS terdiklat struktural
	80 orang
	

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
	Ketersediaan publikasi dan dokumentasi
	1 Paket
	

	
	
	Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukum
	Tersedianya pelayanan dan bantuan hukum
	1 tahun
	

	
	
	Program Penyuluhan Hukum dan HAM
	Jumlah masyarakat tersosial-isasi hukum dan HAM
	100 orang
	

	 
	 
	Program Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
	Tersedianya peta jalan (road map) reformasi birokrasi
	1 Dok
	 

	 
	 
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Dokumen APBD dan APBDP dibahas dan ditetapkan tepat waktu
	2 dok
	 Sekretariat DPRD 

	 
	 
	
	Jumlah Perda ditetapkan
	5 Dok
	 

	 
	 
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan  Daerah
	Opini BPK atas pengelolaan keuangan
	WTP
	 DPPKAD 

	 
	 
	
	Meningkatnya PAD
	47 Milyar
	 

	 
	 
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Tersedianya tanah/lahan kawasan main stadium
	2 lokasi
	 DPPKAD 

	 
	 
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
	Tersedianya data dan Informasi Pendapatan Daerah
	1 Dok
	 DPPKAD 

	 
	 
	Program Peningkatan Sistem  Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Jumlah penyimpangan terselesaikan
	100 %
	 Inspektorat 

	 
	 
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Jumlah aparatur pengawasan terdiklat pengawasan
	5 orang
	 Inspektorat 

	 
	 
	Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Jumlah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
	100 %
	 Inspektorat, 5 Kec 

	 
	 
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
	Cakupan ketersediaan data kecamatan
	100 %
	 Kec. Pemenang 

	 
	 
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kecamatan
	1 Dok
	 5 Kec 

	 
	 
	Program Pengamanan Wilayah
	Terjaganya keamanan wilayah kec
	100 %
	 5 Kec 

	6.
 
 
 
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGU-LANGAN BENCANA
	 
 
 
 
	Peningkatan cakupan pelayanan sampah menjadi 30 % Terjaganya kelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kesiapsiagaan dan tertanggulanginya bencana
	 
 
 
 
	 
 
 
 

	 
	 
	LINGKUNGAN HIDUP
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya cakupan penanganan sampah
	30 %
	Dinas  Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

	 
	 
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Terpeliharanya RTH
	100 %
	

	 
	 
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Jumlah kasus pencemaran lingkungan tertangani
	100 %
	 Kantor Lingkungan Hidup 

	 
	 
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
	Terjaganya debit mata air
	100 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

	Tersedianya dokumen status lingkungan
	1 dok
	

	 
	 
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosestem dan Pesisir Laut
	Berfungsinya prasarana pengaman pantai dr abrasi
	1 paket
	

	 
	 
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	Terbangun dan tertatanya RTH di perkotaan
	1 unit
	

	 
	 
	KEHUTANAN
	 
	 
	Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan

	 
	 
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	Tersedianya sarana dan prasana produksi bagi masyarakat petani lebah dan hasil hutan non kayu

	1 paket
	

	 
	 
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan
	100 %
	 

	 
	 
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	Jumlah kasus illegal logging tertangani
	100 %
	 

	 
	 
	Program Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan
	Jumlah masyarakat tersosialisasi penatausahaan kehutanan
	100 orang
	 

	 
	 
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Beroperasinya TRC dan Satgas PMK
	1 tahun
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	 
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Beroperasinya TRC dan Satgas PMK
	1 tahun
	

	 
	 
	
	Deseminasi informasi potensi bencana alam
	5 kali
	 

	 
	 
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Jumlah kasus kebakaran tertangani
	100 %
	 

	 
	 
	Program Penguatan Peraturan Perundang undangan dan Kapasitas Kelembagaan
	Meningkatnya kapasitas TRC
	20 %
	 

	 
	 
	Program Kesiapsiagaan
	Terususunnya SOP Penanganan bencana
	1 dok
	 

	 
	 
	
	Jumlah masyarakat terlatih kesiapsiagaan terhadap bencana alam
	200 orang
	 

	7.
	IKLIM USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF
	  
	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, meningkatnya jumlah investasi
	 
	 
 
 

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	PENANAMAN MODAL
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Tersedianya informasi produk unggulan daerah
	1.000 eks
	 Bappeda 
 

	 
	 
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Meningkatnya realisasi investasi
	25 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
	Jumlah ijin diterbitkan tepat waktu
	100 %
	 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
 

	 
	 
	Program Peningkatan Promosi Pameran
	Jumlah produk perijinan daerah dipromosikan
	10 jenis
	

	 
	 
	Program Peningkatan Prosedur Perijinan Gangguan (HO)
	Tersusunnya SOP Perijinan
	1 Dok
	 Setda 

	 
	 
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
	Cakupan KIM dan Rakom 
Diberdayakan

	100 %
	 Dinas Hub Komunikasi dan Informatika 

	 
	 
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi
	100 %
	 

	 
	 
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
	Jumlah desiminasi informasi dilakukan melalui media massa
	12 kali
	 

	8.
	ENERGI
	
	Meningkatnya jumlah rumah tangga mengakses listrik
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	 
	 
	Dinas PU  PE

	 
	 
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
	Kasus penambangan galian C liar tertangani
	100 %
	 

	 
	 
	Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	Berfungsinya pemanfaatan energi alternatif biogas dan tenaga surya


	500 unit
	 

	9.
	KEBUDAYAAN, EKONOMI KREATIF DAN INOVASI TEKNOLOGI
	 
	Meningkatnya apresiasi budaya, tumbuhnya usaha ekonomi kreatif dan me-ningkatnya jumlah temuan teknologi tepat guna
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	KEBUDAYAAN
	 
	 
	 Dikbudpora 

	 
	 
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	Cakupan kajian seni

	50 %
	 

	 
	 
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Cakupan fasilitasi seni
Cakupan gelaran seni
	30 %
50 %
	 

	 
	 
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	Cakupan Misi Keseninan

	100 %
	 

	 
	 
	PARIWISATA
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Pengembangan Permasaran Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan
	500.000 orang
	 inasPerhubung-an Pariwisata Komunikasi dan Informatika 

	 
	 
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Jumlah obyek wisata tertata
	2 unit
	

	 
	 
	Program Pembangan Kemitraan
	Meningkatnya jumlah kelompok sadar wisata
	15 Klp
	

	10.
	KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	 
 
 
	Terjaganya kesatuan bang-sa, perlindungan masyara-kat dan terwujudnya stabilitas politik
	 
 
 
	 
 
 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	 
	 
	 

	 
	 
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Cakupan gangguan kemanan dan kenyamanan lingkungan tertangani
	100 %
	 Kantor Kesbangpol 
 
 
 
 
 
 

	 
	 
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Terjaganya toleransi dan kerukunan hidup beragama
	100 %
	

	 
	 
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Meningkatnya pemahaman  wawasan kebangsaan
	20 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
	Jumlah kasus penyakit masyarakat tertangani
	70 %
	

	 
	 
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 2014
	85 %
	

	 
	 
	
	Kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif 2014
	100 %
	

	 
	 
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Meningkatnya pemahaman  masyarakat tentang 
 potensi bencana alam
	50 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Tingkat penyelesaian pelang-garan K3 (ketertiban, keten-traman, keindahan)
	70 %
	Satpol PP 
 
 
 

	 
	 
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
	Menurunnya tindak kriminal
	20 %
	

	 
	 
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Cakupan ketersediaan Tenaga Linmas 
	100 %
	

	 
	 
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
	Jumlah kasus penyakit masyarakat tertangani
	100 %
	

	11.
	PEREKONOMIAN LAINNYA
	 
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	 
	 

	 
	
	PERDAGANGAN
	 
	 
	Dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan  dan Perindustrian
 
 
 
 

	 
	 
	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Kasus sengketa konsumen tertangani
	100%
	

	 
	 
	
	Jumlah uji kir dilakukan
	1 kali
	

	 
	 
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Dilaksanakannya promosi perdagangan internasional
	1 kali
	

	 
	 
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Meningkatnya kualitas prasarana perdagangan (pasar)
	2 lokasi
	

	 
	 
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
	2 lokasi
	





4.3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PER WILAYAH KECAMATAN
		Prioritas pembangunan per wilayah kecamatan pada dasarnya sejalan dengan prioritas pembangunan daerah secara umum mengingat isu strategis/permasalahan mendesak yang dihadapi daerah tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan seperti permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, namun di beberapa wilayah seperti Kecamatan Bayan dan Kayangan permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lebih menonjol dari kecamatan yang lain. Selain berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing wilayah, prioritas dan pelaksanaan pembangunan masing-masing wilayah didasarkan pada  rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun rencana detail tata ruang kecamatan.
		Sebagaimana diuraikan pada Bab II, Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bayan dengan luas daratan 329,1 km2, Kayangan 126,35 km2, Gangga 157,35 km2, Tanjung 115,64 km2 dan Pemenang 81,09 km2, dengan ibukota Kabupaten di Kecamatan Tanjung.  Kecamatan Bayan memiliki wilayah terluas mencapai 40,65 % dari total luas wilayah Kabupaten Lombok Utara diikuti Kecamatan Gangga yang luasnya 19,44 %, Kecamatan Kayangan 15,61 %, Kecamatan Tanjung 14,28 % dan Kecamatan Pemenang 10,02 %.
		Sementara itu dari total 207.156 jiwa penduduk tahun 2012 berdasarkan hasil proyeksi BPS, 34.024 jiwa atau 16,4 % berada di wilayah Kecamatan Pemenang, 46.226 jiwa (22,3 %) di Kecamatan Tanjung, 41.888 jiwa (20,2 %) di Kecamatan Gangga, 38.628 jiwa (18,6 %) di Kecamatan Kayangan dan 46.390 jiwa (22,4 %) di Kecamatan Bayan. Dengan luas wilayah daratan  sebesar 809,53 km2, kepadatan penduduk mencapai 256 jiwa/km2. Berdasarkan kecamatan, penduduk terpadat berada di Kecamatan Pemenang dengan kepadatan 420 jiwa/km2 dan penduduk terjarang di Kecamatan Bayan dengan kepadatan 141 jiwa/km2.
		Dari sisi kondisi perekonomian, PDRB masing-masing kecamatan sebagaimana halnya PDRB kabupaten  utamanya dibangun oleh sektor pertanian, namun struktur ekonomi masing-masing kecamatan bervariasi sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki.   Pada tahun 2012, kecamatan dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Kecamatan Tanjung dengan kontribusi sebesar 24,92 % diikuti oleh Kecamatan Bayan sebesar 21,72 %, Kecamatan Kayangan sebesar 18,97 %, Kecamatan Pemenang sebesar 18,47 % dan Kecamatan Gangga sebesar 15,91 %. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang diukur dengan laju pertumbuhan PRBD Adh Konstan tertinggi ditunjukkan oleh Kecamatan Gangga dengan pertumbuhan  5,15 %, diikuti Kecamatan Pemenang 4,76 %, Kecamatan Kayangan 4,24 %, Kecamatan Tanjung 4,19 % dan Kecamatan Bayan 3,38 %.  Sementara itu PDRB per kapita tertinggi  di Kecamatan Pemenang (9,48 juta rupiah) , diikuti Kecamatan Tanjung (9,35 juta rupiah), Kayangan (8,56 juta rupiah), Bayan (8,12 juta rupiah) dan terendah di Kecamatan Gangga (6,53 juta rupiah).

Tabel 57.
Gambaran Umum PDRB Per Kecamatan Tahun 2012

	Uraian
	Pemenang
	Tanjung
	Gangga
	Kayangan 
	Bayan

	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten  Adh Berlaku (%)
	         18.47 
	      24.92 
	      15.91 
	       18.97 
	      21.72 

	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)
	           9.48 
	        9.35 
	        6.53 
	         8.56 
	        8.12 

	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)
	           4.76 
	        4.19 
	        5.15 
	         4.24 
	        3.38 



Gambar 42.
Grafik Gambaran Umum PDRB Per Kecamatan Tahun 2012








		Di Kecamatan Tanjung yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB kabupaten, struktur ekonominya terutama dibangun oleh sektor pertanian, diikuti sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, di Kecamatan Pemenang sektor pertanian kontribusinya sedikit lebih besar dibanding sektor perdagangan hotel dan restoran, sementara di Kecamatan Bayan dominasi sektor pertanian menunjukkan persentase tertinggi. Selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik. 

Tabel 58.
Distribusi PBRB Adh Konstan Per Kecamatan Tahun 2012

	Lapangan Usaha
	Pemenang
	Tanjung
	Gangga
	Kayangan 
	Bayan

	Pertanian
	26.40 
	30.71 
	41.60 
	50.25 
	57.22 

	Pertambangan/ penggalian
	2.58 
	 2.81 
	 4.33 
	1.73 
	 2.10 

	Industri Pengolahan
	1.26 
	 1.16 
	 2.50 
	1.22 
	 1.23 

	Listrik, Gas dan Air Bersih
	0.28 
	 0.49 
	 0.29 
	0.25 
	 0.15 

	Bangunan
	14.78 
	17.33 
	11.29 
	8.30 
	 8.74 

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	23.80 
	16.42 
	19.35 
	22.72 
	17.10 

	Pengangkutan dan Komunikasi
	12.70 
	 7.92 
	 5.70 
	4.35 
	 3.13 

	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	7.28 
	11.57 
	 4.38 
	2.97 
	 3.41 

	Jasa-Jasa
	10.93 
	11.58 
	10.56 
	8.21 
	 6.91 



Gambar  43.
Grafik Distribusi PBRB Adh Konstan Per Kecamatan Tahun 2012
		







		

		Gambaran umum atau kondisi makro ekonomi tidaklah cukup untuk menggambarkan permasalahan utama daerah menyangkut permasalahan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas prioritas penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas pertama pembangunan daerah diperlukan data mikro. Berdasarkan data yang bersumber dari basis data terpadu untuk program perlindungan sosial  TNP2K, rumah tangga dan individu dalam klasifikasi 10 % kesejahteraan terendah di Indonesia terbanyak berada di Kecamatan Bayan yakni 4.873 rumah tangga dan 17.770 individu, diikuti Kecamatan Kayangan dengan jumlah 4.011 rumah tangga dan 14.625 individu, Kecamatan Tanjung 3.934 rumah tangga dan 12.872 individu, Kecamatan Gangga sebanyak 3.129 rumah tangga dengan 10.894 individu, dan Kecamatan Pemenang sebanyak 2.344 rumah tangga dan 8.584 individu. 

Tabel 59.
Rumah Tangga dan Individu dengan Klasifikasi Kesejahteraan 10 % Terendah Indonesia di Kabupaten Lombok Utara
	Kecamatan
	Jumlah Rumah Tangga
	Jumlah Individu

	Pemenang
	2,344
	8,584

	Tanjung
	3,934
	12,872

	Gangga
	3,129
	10,894

	Kayangan
	4,011
	14,625

	Bayan
	4,873
	17,770

	TOTAL
	18,291
	64,745









Gambar 44.
Grafik Rumah Tangga dan Individu dengan Klasifikasi Kesejahteraan 10 % Terendah Indonesia di Kabupaten Lombok Utara














		Berdasarkan sumber data yang sama, lapangan usaha kepala rumah tangga untuk rumah tangga dengan klasifikasi kesejahteraan 30 % terendah didominasi oleh sub sektor pertanian tanaman padi dan palawija sebesar 32,8 %, diikuti oleh sub sektor perkebunan sebesar 26 %,  sementara lapangan kerja yang lain bervariasi dibawah 10 %.

Tabel 60.
Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kesejahteraan 30 % Terendah Indonesia di Kabupaten Lombok Utara
	Lapangan Pekerjaan Kepala RT
	Jumlah
	Persentase

	Pertanian tanaman padi & palawija
	     9,592 
	  32.8 

	Hortikultura
	          68 
	     0.2 

	Perkebunan
	     7,616 
	  26.1 

	Perikanan tangkap
	        817 
	     2.8 

	Perikanan budidaya
	          33 
	     0.1 

	Peternakan
	     2,012 
	     6.9 

	Kehutanan/ pertanian lainnya
	        829 
	     2.8 

	Pertambangan/ penggalian
	        409 
	     1.4 

	Industri pengolahan
	        691 
	     2.4 

	Listrik dan gas
	          32 
	     0.1 

	Bangunan/ konstruksi
	     1,531 
	     5.2 

	Perdagangan
	        640 
	     2.2 

	Hotel dan rumah makan
	        224 
	     0.8 

	Transportasi dan pergudangan
	        925 
	     3.2 

	Informasi & komunikasi
	          21 
	     0.1 

	Keuangan dan asuransi
	          57 
	     0.2 

	Jasa
	     1,951 
	     6.7 

	Lainnya
	     1,770 
	     6.1 














Gambar 45.
Grafik Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kesejahteraan 30 % Terendah Indonesia di Kabupaten Lombok Utara











		Sementara itu berdasarkan data per kecamatan, kepala rumah tangga dengan klasifikasi kesejahteraan terendah dengan lapangan usaha pertanian padi/palawija paling banyak ditemui di Kecamatan Bayan, diikuti Kecamatan Kayangan, Gangga, Tanjung dan Pemenang sedangkan lapangan usaha perkebunan terbanyak di Kecamatan Gangga diikuti Kecamatan Tanjung, Bayan, Kayangan dan Pemenang.
Tabel 60.
Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kesejahteraan 30 % Terendah Indonesia di Kabupaten Lombok Utara Dirinci Per Kecamatan
	Lapangan Usaha
	Pemenang
	Tanjung
	Gangga
	Kayangan 
	Bayan
	TOTAL

	Pertanian tanaman padi & palawija
	575
	700
	1,106
	2,110
	5,101
	9,592

	Hortikultura
	18
	9
	9
	18
	14
	68

	Perkebunan
	919
	1,755
	2,033
	1,432
	1,477
	7,616

	Perikanan tangkap
	220
	222
	152
	85
	138
	817

	Perikanan budidaya
	8
	7
	4
	13
	1
	33

	Peternakan
	37
	364
	429
	892
	290
	2,012

	Kehutanan/ pertanian lainnya
	563
	70
	76
	90
	30
	829

	Pertambangan/ penggalian
	43
	48
	71
	124
	123
	409

	Industri pengolahan
	26
	188
	252
	115
	110
	691

	Listrik dan gas
	2
	14
	2
	6
	8
	32

	Bangunan/ konstruksi
	246
	572
	243
	266
	204
	1,531

	Perdagangan
	100
	191
	111
	126
	112
	640

	Hotel dan rumah makan
	96
	116
	2
	3
	7
	224

	Transportasi dan pergudangan
	179
	331
	113
	103
	199
	925

	Informasi & komunikasi
	4
	3
	3
	4
	7
	21

	Keuangan dan asuransi
	2
	35
	9
	3
	8
	57

	Jasa
	116
	1,063
	69
	364
	339
	1,951

	Lainnya
	357
	745
	256
	285
	127
	1,770



Gambar 45.
Grafik Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kesejahteraan 30 % Terendah Dirinci Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha











Gambar 46.
Grafik Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kesejahteraan 30 % Terendah Dirinci Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan













		
		Berdasarkan gambaran umum masing-masing wilayah sebagaimana diatas, prioritas pembangunan wilayah per kecamatan diuraikan sebagai berikut.
	4.3.1.	Kecamatan Bayan
		Kecamatan Bayan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, penduduk terbanyak dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan  data basis data terpadu untuk perlindungan sosial TNP2K, untuk rumah tangga dan individu dengan klasifikasi kesejahteraan 10 % terendah, sekitar 27 % diantaranya berada di Kecamatan Bayan. Berangkat dari kondisi ini Kecamatan Bayan menjadi lokasi “Quick Win” program Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dimana Kecamatan Bayan terpilih dalam penanggulangan kemiskinan secara intensif dan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
		Sehubungan dengan itu dan sejalan dengan prioritas pertama pembangunan daerah berupa penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan di Kecamatan Bayan juga merupakan prioritas pertama yang ditempuh dengan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan pertanian sekaligus perwujudan ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal dan lapangan usaha utama di sub sektor pertanian tanaman padi dan palawija. Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Bayan merupakan lahan kering dengan produktivitas yang rendah. Total luas tanah sawah di Kecamatan Bayan mencapai 3.098 Ha, sedangkan tanah kering mencapai 25.366 Ha dengan produksi padi mencapai 32.000 ton lebih per tahun dengan produktivitas 4,65 ton/Ha,  Jagung dengan produksi 21.851 ton per tahun dan produktivitas 4,89 ton/Ha, ubi kayu 3.760 ton dan kacang tanah 5.463 ton.   
		Penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan diupayakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian diselingi introduksi budidaya tanaman dengan nilai tukar lebih tinggi  seperti tanaman hortikultura terutama pada petani  dengan luas lahan pertanian terbatas. Intensifikasi pada pertanian lahan kering diantaranya dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi dan pengembangan teknologi untuk efisiensi penggunaan air pada lahan kering berupa pembangunan embung dan saluran irigasinya. pemanfaatan sumur pompa, efisiensi sistem irigasi dengan irigasi tetes dan lain-lain. Perbaikan kualitas sarana produksi berupa penggunaan benih unggul, pupuk organik untuk memperkaya struktur dan unsur hara tanah, fasilitasi peralatan pengolahan tanah juga menjadi pilihan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama di lahan kering. Upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi dan palawija di lahan kering ini dilakukan secara terpadu dengan sub sektor peternakan untuk mengoptimalkan produktivitas petani dilahan kering yang pada umumnya identik dengan petani miskin. 
		Sub sektor pertanian lain yang potensial di Kecamatan Bayan adalah sub sektor perkebunan dengan komoditas yang menonjol adalah jambu mete. Hal ini sejalan dengan lapangan usaha penduduk klasifikasi kesejahteraan terendah di Kecamatan Bayan dimana perkebunan merupakan lapangan usaha utama  kedua setelah pertanian tanaman padi dan palawija. Prioritas pembangunan sub sektor perkebunan juga menjadi pilihan dengan upaya peningkatan produksi maupun peremajaan tanaman perkebunan.
		Potensi lokal lain untuk ditingkatkan produksi dan produktivitasnya adalah sub sektor peternakan dan perikanan tangkap. Luasnya wilayah dan daya dukung pertanian tanaman pangan dan palawija menjadi modal pengembangan sektor peternakan baik ternak besar (sapi) maupun ternak kecil (kambing). Perbaikan teknologi budidaya, pengelolaan pakan dan perbaikan teknologi reproduksi menjadi pilihan untuk peningkatkan produksi ternak. Sementara potensi perikanan tangkap dikembangkan disepanjang wilayah pesisir Kecamatan Bayan mulai dari Desa Mumbulsari sampai dengan Desa Sambik Elen.  
		Meskipun saat ini sektor industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) belum menjadi lapangan usaha utama penduduk maupun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur ekonomi, fasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dalam skala rumah tangga/kecil juga menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bayan berbasis pada komoditas pertanian/perkebunan  potensi lokal seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu/singkong, jambu mete, mangga, pisang dan lain-lain. Dengan fasilitasi modal melalui kelompok usaha bersama maupun fasilitasi peralatan/mesin produksi dan pemasaran, diharapkan masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan baku pertanian/perkebunan yang pada gilirannya dapat memberikan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. 
		Hasil produksi pada sektor primer berupa produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dibutuhkan oleh hotel dan restoran maupun produk sektor sekunder seperti hasil industri pengolahan baik agroindustri maupun industri lain seperti tekstil/tenun didorong untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun kebutuhan aktivitas pariwisata di Kecamatan Bayan sendiri dengan obyek wisata alam pegunungan dan air terjun, wisata buatan berupa rumah adat Segenter, Kampung Tradisional Senaru, Masjid Kuno Bayan dan Kawasan Tradisional Akar-Akar, serta kebutuhan aktivitas pariwisata di kecamatan lain seperti Kecamatan Pemenang yang merupakan lokasi wisata utama di Kabupaten Lombok Utara.
		Selain pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana diuraikan diatas, penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bayan pada kluster 1 (perlindungan sosial) ditempuh dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Bayan.  Dengan dukungan pendanaan dari Kementrian Perumahan Rakyat yang merupakan bagian dari program “Quick Win” MP3KI, ditargetkan minimal 2000 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Bayan dapat direhabilitasi pada tahun 2015.
		Untuk prioritas pembangunan pendidikan, Kecamatan Bayan merupakan prioritas utama mengingat isu strategis/permasalahan pendidikan di Kecamatan Bayan paling menonjol dibandingkan dengan kecamatan lain. Partisipasi sekolah di Kecamatan Bayan terutama partisipasi sekolah di jenjang pendidikan menengah relatif paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Utara, hal ini disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan luasnya wilayah, terbatasnya guru disamping permasalahan kemiskinan itu sendiri yang dapat menghambat akses terhadap pendidikan. Untuk itu pada tahun 2015, di Kecamatan Bayan pembangunan sekolah menengah tambahan menjadi prioritas disamping pembangunan sekolah dasar filial pada wilayah terpencil untuk mencapai standar pelayanan minimal keterjangkauan sekolah. Dalam upaya mengatasi hambatan kemiskinan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah menengah dan terjadinya putus sekolah dilakukan dengan penyediaan bantuan siswa miskin untuk melanjutkan ke sekolah menengah.
		Pembangunan kesehatan juga menjadi prioritas utama di Kecamatan Bayan. Selain pembangunan sarana prasarana sampai di tingkat desa dan upaya pemenuhan tenaga kesehatan secara bertahap, pendekatan promotif dan preventif digencarkan diantaranya dengan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi pada masyarakat miskin, peningkatan peran aktif masyarakat melaui perwujudan desa siaga, revitalisasi dan replikasi kearifan lokal (aturan adat/awig-awig) dalam mendukung pembangunan kesehatan serta revitalisasi Posyandu dengan pendekatan Posyandu Terpadu (Posyandu terpadu dengan PAUD) serta peningkatkan kapasitas kader Posyandu yang memegang peranan penting sebagai ujung tombak peningkatan status kesehatan masyarakat termasuk kesehatan ibu dan anak.
		Pembangunan infrastruktur utamanya infrastruktur jalan untuk menuju kemantapan jalan kabupaten sebesar 85 %, diutamakan pada ruas jalan kabupaten yang rusak pada ruas jalan Sukadana-Baturakit dan ruas Embar-embar-Baban Kuta. Sementara pembangunan jalan desa atau jalan non status yang panjangnya mencapai 146 km dan penataan lingkungan pemukiman dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat diutamakan pada wilayah-wilayah kering antara lain Desa Sambik Elen, Akar-Akar, Sukadana dan Mumbulsari, sementara infrastruktur listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik PLN dengan menggunakan sumber energi alternatif terbarukan diantaranya  pembangkit listrik tenaga surya maupun tenaga mikro hidro. 
		Kesemua prioritas pembangunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan rencana zonasi baik zona lindung (termasuk zona hutan lindung yang luasnya mencapai 8.685 Ha, zona suaka alam dan cagar budaya dan zona rawan bencana alam) serta rencana zona budidaya (zona perumahan, perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan serta zona peruntukan lainnya seperti zona pertanian dan pariwisata). Prioritas pembangunan juga mengarah pada pengembangan kawasan strategis nasional Gunung Rinjani, kawasan strategis Desa Senaru dan Pelabuhan Carik.


	4.3.2.	Kecamatan Kayangan
		Kecamatan Kayangan merupakan kecamatan yang memiliki rumah tangga dengan dengan klasifikasi kesejahteraan terendah terbanyak  kedua setelah Kecamatan Bayan. Di Kecamatan Kayangan, hasil PPLS Tahun 2010 menunjukkan sebanyak 4.011 rumah tangga dalam klasifikasi kesejahteraan 10 % terendah di Indonesia dengan jumlah individu sebanyak 14.625 orang.  Lapangan usaha rumah tangga dengan klasifikasi kesejahteraan terendah tersebut didominasi sektor pertanian tanaman padi dan palawija serta sektor perkebunan.
		Dengan karakteristik sektor pertanian di Kecamatan Kayangan yang didominasi oleh lahan kering mencapai 5.646 Ha, sedangkan tanah sawah mencapai 2.740 Ha, pendekatan pembangunan pertanian yang sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagaimana halnya di Kecamatan Bayan diprioritaskan pada pertanian lahan kering diantaranya dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi dan pengembangan teknologi untuk efisiensi penggunaan air pada lahan kering berupa pembangunan embung dan saluran irigasinya, pemanfaatan sumur pompa, efisiensi sistem irigasi dengan irigasi tetes dan lain-lain. Perbaikan kualitas sarana produksi berupa penggunaan benih unggul, pupuk organik untuk memperkaya struktur dan unsur hara tanah, fasilitasi peralatan pengolahan tanah juga menjadi pilihan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama di lahan kering. Upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi dan palawija maupun tanaman perkebunan di lahan kering ini dilakukan secara terpadu dengan sub sektor peternakan untuk mengoptimalkan produktivitas petani dilahan kering. 
		Produksi tanaman pangan selain padi yang paling menonjol di Kecamatan Kayangan adalah jagung dan ubi jalar sementara tanaman perkebunan yang menonjol adalah jambu mete, kakao dan pisang. Aktivitas produksi di Kecamatan Kayangan yang berada di kawasan hutan dapat dijumpai pada kawasan hutan produksi Santong dan sekitarnya di Desa Santong, sementara dominasi lahan kering yang dibudidayakan petani baik pertanian padi/palawija maupun perkebunan dapat dijumpai di Desa Gumantar, Selengen dan Salut. Pada komoditas pertanian yang menonjol tersebut didorong juga untuk tumbuh dan berkembang usaha pengolahannya dalam skala rumah tangga/kecil.
		Selain prioritas penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan, prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga menjadi prioritas utama di Kecamatan Kayangan sejalan dengan upaya mempertahankan zona lindung pada kawasan hutan maupun kawasan lindung setempat, serta zona cagar budaya yang terdapat di Desa Gumantar dan Sesait.   
	4.3.3.	Kecamatan Gangga
		Kecamatan Gangga merupakan kecamatan dengan produksi tanaman perkebunan yang paling menonjol dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Utara dimana kecamatan Gangga merupakan sentra produksi komoditas perkebunan unggulan daerah yakni Kakao dan Kopi.   
		Walaupun jumlah rumah tangga dengan klasifikasi kesejahteraan terendah di Kecamatan Gangga lebih sedikit dibandingkan dengan  Kecamatan Bayan, Kayangan dan Tanjung yang mengindikasikan bahwa penduduk di Kecamatan Gangga relatif lebih sejahtera dibanding dengan 3 kecamatan lain, namun permasalahan kemiskinan di Kecamatan Gangga utamanya terkait erat dengan lapangan usaha pada sub sektor perkebunan dan pertanian tanaman padi dan palawija.
		Sesuai dengan potensi dan permasalahannya, penanganan kemiskinan dari sektor pertanian/perkebunan diupayakan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peremajaan, teknologi penyambungan tanaman induk dengan batang tanaman/varietas yang tinggi produktivitasnya, pemupukan dengan pupuk organik, pengelolaan hama dan penyakit tanaman serta  penanganan pasca panen untuk memenuhi standar mutu dan kualitas produk yang memenuhi grade sesuai permintaan pasar. Produksi perkebunan utamanya di temui di  Desa Genggelang dan Rempek.
		Permasalahan kemiskinan terkait lapangan usaha pertanian tanaman padi dan palawija juga di jumpai di Kecamatan Gangga utamanya terjadi pada petani dengan pengusaan lahan kering atau tadah hujan. Kondisi ini dapat ditemui di Desa Sambik Bangkol yang merupakan desa perbatasan dengan Kecamatan Kayangan. Sebagaimana kecamatan lain, penanganan produktivitas lahan kerin dilakukan dengan intensifikasi berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi dan pengembangan teknologi untuk efisiensi penggunaan air pada lahan kering berupa pembangunan embung dan saluran irigasinya,  pemanfaatan sumur pompa, efisiensi sistem irigasi dengan irigasi tetes dan lain-lain. Perbaikan kualitas sarana produksi berupa penggunaan benih unggul, pupuk organik untuk memperkaya struktur dan unsur hara tanah, fasilitasi peralatan pengolahan tanah juga menjadi pilihan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama di lahan kering. Upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi dan palawija di lahan kering ini dilakukan secara terpadu dengan sub sektor peternakan untuk mengoptimalkan produktivitas lahan kering.
		Fasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dalam skala rumah tangga/kecil sesuai dengan komoditas pertanian di Kecamatan Gangga juga menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gangga. Dengan fasilitasi modal melalui kelompok usaha bersama maupun fasilitasi peralatan/mesin produksi dan pemasaran, diharapkan masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan baku pertanian/perkebunan yang pada gilirannya dapat memberikan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. 
		Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan selanjutnya yakni pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung  dengan pembangunan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas di Kecamatan Gangga. Untuk kecamatan Gangga pada tahun 2014 juga diprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata sesuai potensi wilayah di kawasan wisata air terjun Kerta yang diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata domestik.  Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai pengembangan zona budidaya sekaligus mempertahankan zona lindung sebagaimana diarahkan dalam rencana tata ruang wilayah.   
	4.3.4.	Kecamatan Tanjung
		Kecamatan Tanjung sebagai ibukota kabupaten merupakan kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lombok Utara yakni sebesar 25 %. Sebagaimana halnya kecamatan lain, sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 30,7 % masih merupakan sektor utama yang membangun struktur ekonomi kecamatan walaupun kontribusinya tidak sebesar kecamatan lain, kontributor terbesar kedua adalah sektor bangunan (17,33 %), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,42 %), jasa-jasa (11,58 %), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,57 %. 
		Lapangan usaha paling menonjol pada masyarakat dengan kesejahteraan terendah adalah pada sektor perkebunan, diikuti pada sektor jasa, sektor lainnya, sektor pertanian tanaman padi dan palawija, bangunan/konstruksi, peternakan, transportasi dan pergudangan serta sektor perikanan tangkap. Sejalan dengan kondisi ini, prioritas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung dilaksanakan diantaranya dengan upaya-upaya peningkatan produksi maupun peningkatan pendapatan sesuai dengan lapangan usaha masyarakat. Mengingat permasalahan kemiskinan lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan lapangan usaha perkebunan daripada pertanian tanaman pangan, maka peningkatan produksi perkebunan menjadi alternatif pembangunan pertanian sekaligus penanggulangan kemiskinan. Selain peningkatkan produksi dan produktivitas, hasil perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat diarahkan untuk melalui proses pengolahan menjadi produk yang dapat memberikan nilai tambah. Komoditas perkebunan yang paling menonjol di Kecamatan Tanjung dibandingkan dengan kecamatan lain adalah tanaman kelapa yang produksinya dapat diolah diantaranya  untuk virgin coconut oil (VCO), kopra dan minyak nabati, nata de coco, industri kerajinan dari sabut kelapa, batok kelapa dan lain-lain. 
		Sejalan pembangunan infrastruktur pemerintahan, perdagangan dan lain-lain yang sangat pesat di Kecamatan Tanjung, diarahkan untuk melibatkan masyarakat setempat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor bangunan/konstruksi. Sementara itu peningkatan kompetensi calon tenaga kerja/pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan diprioritaskan untuk menjawab peluang tumbuhnya sektor jasa-jasa dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan pada sektor jasa, perdagangan maupun sektor produksi (primer). Tidak kalah pentingnya sebagai salah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan  pengawalan terhadap sistem penggajian dan kelayakan gaji buruh maupun karyawan sesuai dengan upah minimun yang ditentukan.
		Pembangunan kesehatan di Kecamatan Tanjung diprioritaskan untuk menumbuh kembangkan kebiasaan hidup bersih dan sehat diantaranya dengan mendorong terwujudnya Desa ODF (Open Defecation Free) atau Desa BASNO (Buang Air Besar Sembarang Nol) dimana di tahun 2014 setidaknya 4 Desa dapat menjadi Desa BASNO disamping Desa Teniga yang telah diwujudkan pada tahun 2012. Perwujudan kebiasaan hidup bersih dan sehat diharapkan dapat menurunkan kejadian penyakit menular antara lain Diare, Malaria dan Demam Berdarah.
		Sementara itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan dianataranya pemenuhan kebutuhan ruang kelas, perpustakaan, ruang laboratorium/ruang praktek, kebutuhan guru, buku dan alat peraga maupun alat praktikum. Pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan untuk melanjutkan pembangunan jalan alternatif mengingat kepadatan jalan utama/provinsi di pusat kabupaten, serta infrastruktur perdagangan terutama untuk usaha mikro kecil menengah dan penataan pegadang kakilima. 


	4.3.5.	Kecamatan Pemenang
		Meskipun memilki luas wilayah dan penduduk yang terkecil dibandingkan dengan kecamatan lain, Kecamatan Pemenang memiliki nilai strategis sangat penting mengingat Kawasan Tiga Gili sebagai kawasan strategis provinsi di bidang pariwisata berada di Kecamatan Pemenang. Untuk itu pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pemenang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas pariwisata baik di wilayah Tiga Gili maupun wilayah daratan yang menghubungkan pulau Lombok dan Tiga Gili. Pembangunan infrastuktur maupun aktvitas ekonomi di kawasan ini tentunya sejalan dengan upaya mempertahankan daya dukung dan kelestarian linkungan termasuk penangangan sampah maupun antisipasi perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan laut dan meningkatnya kejadian abrasi pantai. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengawal aktivitas investasi dan pembangunan pariwisata tetap sesuai ketentuan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan termasuk penertiban terhadap bangunan yang terlanjur melanggar ketentuan tata ruang (roi pantai dan roi jalan).    
		Meskipun jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pemenang paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lain, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas. Dengan peluang yang ditawarkan aktivitas pariwisata, penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pemenang diarahkan untuk menjawab kebutuhan pariwisata dengan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan ini memproduksi produk-produk yang dibutuhkan baik makanan maupun produk kerajinan sebagai souvenir/oleh-oleh (industri kreatif). Fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun pusat perdagangan/pusat oleh-oleh di lokasi pariwisata ini menjadi prioritas pada tahun 2014.		
		Selain sebagai kawasan wisata pulau/pantai, Kecamatan Pemenang juga berbatasan dengan kawasan hutan, dimana masyarakat  berpenghasilan rendah yang menggantungkan hidupnya dari  lapangan usaha kehutanan ternyata cukup singifikan.  Sesuai dengan potensi wilayah, pengembangan hasil hutan bukan kayu antara lain komoditas gula aren, lebah madu, tanaman lokal di bawah tegakan hutan seperti “Porang” yang dapat menjadi bahan baku pengganti gelatin, tepung jelly dan bahan baku kosmetik menjadi salah satu strategi penanggulangan kemiskinan  masyarakat sekitar kawasan hutan di Kecamatan Pemenang. Dengan peningkatan penghasilan dari hasil hutan bukan kayu, secara langsung maupun tidak langsung sekaligus merupakan upaya mempertahankan kelestarian hutan dengan menurunnya aktivitas merusak hutan sebagai sumber nafkah masyarakat.
Pemenang	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten (%)	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)	18.47	9.48	4.76	Tanjung	
Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten (%)	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)	24.919999999999987	9.3500000000000068	4.1899999999999995	Gangga	
Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten (%)	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)	15.91	6.53	5.1499999999999995	Kayangan 	
Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten (%)	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)	18.97	8.56	4.24	Bayan	
Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten (%)	PDRB/Kapita Adh Berlaku (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan (%)	21.72	8.120000000000001	3.38	

Pertanian	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	26.4	30.71	41.6	50.25	57.220000000000013	Pertambangan/ penggalian	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	2.58	2.8099999999999987	4.33	1.73	2.1	Industri Pengolahan	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	1.26	1.1599999999999917	2.5	1.22	1.23	Listrik, Gas dan Air Bersih	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	0.28000000000000008	0.49000000000000032	0.29000000000000031	0.25	0.15000000000000024	Bangunan	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	14.78	17.329999999999988	11.29	8.3000000000000007	8.7399999999999984	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	23.8	16.420000000000002	19.350000000000001	22.72	17.100000000000001	Pengangkutan dan Komunikasi	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	12.7	7.92	5.7	4.3499999999999996	3.13	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	7.28	11.57	4.38	2.9699999999999998	3.4099999999999997	Jasa-Jasa	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan 	Bayan	10.93	11.58	10.56	8.2100000000000009	6.91	
Jumlah Rumah Tangga	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan	Bayan	2344	3934	3129	4011	4873	Jumlah Individu	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan	Bayan	8584	12872	10894	14625	17770	
Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	9592	68	7616	817	33	2012	829	409	691	32	1531	640	224	925	21	57	1951	1770	
Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	575	700	1106	2110	5101	Hortikultura	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	18	9	9	18	14	Perkebunan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	919	1755	2033	1432	1477	Perikanan tangkap	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	220	222	152	85	138	Perikanan budidaya	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	8	7	4	13	1	Peternakan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	37	364	429	892	290	Kehutanan/ pertanian lainnya	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	563	70	76	90	30	Pertambangan/ penggalian	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	43	48	71	124	123	Industri pengolahan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	26	188	252	115	110	Listrik dan gas	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	2	14	2	6	8	Bangunan/ konstruksi	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	246	572	243	266	204	Perdagangan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	100	191	111	126	112	Hotel dan rumah makan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	96	116	2	3	7	Transportasi dan pergudangan	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	179	331	113	103	199	Informasi 	&	 komunikasi	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	4	3	3	4	7	Keuangan dan asuransi	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	2	35	9	3	8	Jasa	PEMENANG	TANJUNG	GANGGA	KAYANGAN	BAYAN	116	1063	69	364	339	
Pemenang	Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	575	18	919	220	8	37	563	43	26	2	246	100	96	179	4	2	116	357	Tanjung	Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	700	9	1755	222	7	364	70	48	188	14	572	191	116	331	3	35	1063	745	Gangga	Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	1106	9	2033	152	4	429	76	71	252	2	243	111	2	113	3	9	69	256	Kayangan 	Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	2110	18	1432	85	13	892	90	124	115	6	266	126	3	103	4	3	364	285	Bayan	Pertanian tanaman padi 	&	 palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/ pertanian lainnya	Pertambangan/ penggalian	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi 	&	 komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa	Lainnya	5101	14	1477	138	1	290	30	123	110	8	204	112	7	199	7	8	339	127	
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